WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPlL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah,
Pemerintah  Daerah dapat  memberikan
tambahan penghasilan kepada Aparatur
Sipil Negara dengan memperharilcan

kemampuan keuangan daeral;

b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900- 4700 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota
Kupang menetapkan pemberian tambahan
penghasilan  Pegawai  Negeri Sipil i
lingkungan Pemerintah Kota Kupang setelah
mendapatkan persetujuan tertulis Menteri

Dalam Negeri;

¢. Dbahwa pemberian tambahan penghasilan
pegawal menggunakan prinsip prinsip
kepastian hulkum, akuntabel

proposionalitas, efektf efisien, keadilan,

A(/"‘ kesetaraan, kesejahteraan dan optimalisasi; =



Mengingat

b

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurul b
dan huruf ¢, perlu ditetapkan Peraturan
Walilkkota tentang Tambahan  Penghasilan
Pegawai bagi Aparatur Sipill Negara di

Lingkungan Pemerintah Kola Kupang;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 11
Kupang (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 toentang
Aparatur Sipil  Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Repuhblik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Lembaran Negara Republik Indonesia
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
TEJ:‘[UII".I 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara RHepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
teniang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor

6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Penpgelolaan
Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



Menetapkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Naomor 900-
4700 Tahun 2020 tentang Tala Cara Persetujuan
Menteri Dalam Negerni Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di

Lingkungan Pemerintalhh Daerah;

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran
Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang
Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tenilang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Kupang Nomor 13 Tahun 2016 lenlang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kupang (Lembaran Daeralh Kota Kupang
Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran
Dacrah Kota Kupang Nomor 285);

MEMUTUSEKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAIIAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA Dl LINGKUNGAN PEMERINTAII KOTA
KUPANCG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian dan definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikola ini yang dimaksud dengan -

= 5
7
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Daerah adalah Kota Kupang.

Pemecrintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang,

Walikota adalah Walikota Kupang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
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11.

e
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Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat PD  adalah

Peranglkat Daerah di ingkungan Pemenntah Kota Kupang.

Linit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah organisast yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yvang selanjutnya disebut ASN adalah
pegawail negeri sipil dan pegawal pemerintah dengan perjanjian lkerja
vang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Aparatur 3ipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN Kaola Kupang
atlalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagail aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk mendudula jabatan pemerintahan di
Kota Kupang.

Calon Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat CASN adalah
Calon ASN Pemerintah Kota Kupang.

Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kota Kupang yang
sclanjutnya disingkal PPPK Kota Kupang adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkar
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka walktu tertentu dalam
rangika melalksanakan tugas pemerintahan di Kota Kupang.

Tambahan Penghasilan Pepawai Bagi ASN di Lingkungan
Pemerintahh Kota Kupang vang selanjutnya disebut TPP adalah
tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di luar gaji dan
tumangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan
kescjahteraan dalam menyelesailkan tugas pokok dan lungsinya
yang bertuyjuan untuk meningkatkan motivasi kerja ASN dalam

rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural,

Jabatan fungsional, dan golongan ASN serta tempat bertugas.

Penilaian Produlctivitas Kerja dan Disiplin Kerja Elektronik vang
selanjutnya disebut E-Kinerja adalah aplikasi yang memuat
mekanisme penilaian tambahan penghasilan pegawai hagi ASN
melalul sistem elektronik.

Aplikasi Absensi Online adalah sebuah sistem pencatatan kehadiran

pegawsai melalui aplikasi atau platform tertentu yang bisa diakses

R N s e s e
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15,

16,

? Bl

18.

19.

20,

21.
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23.

Sasaran Kmerja Pegawal yang selanjuinya disingkat SKIP? adalah
rencana dan target kinerja vang harus dicapai oleh ASN dalam
kurun waktu penilaian vang bersifat nyvata dan dapat diukur serta
disepakali ASN dan pejabat penilainya.

Tim Pelaksanaan TPP adalah tim terpadu vang dibentuk untuk
menghitung, merencanakan penganggaran, melaksanalian
penatausahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
TPP sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prestasi Kerja adalah hasil kerja vang dicapai oleh setiap ASN pada
satuan organisasi  sesuai dengan  sasaran kerja pegawai  dan
perilaku kerja.

Perilalku Kerja adalah seliap lingkah laku, sikap atau tindakan vang
dilakukan olelhh ASN atau tidak melakukan sesuatu yvang seharusnya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Kondisi Kerja adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang
merniliki resiko tinggi meliputi pekerjaan yvang berkaitan langsung
dengan penyakit menular, bahan lamia berbahaya/radiasi, bhahan
radioaktif, pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja serta
pekerjean yang bercsiko dengan aparat pemeriksa dan pencgak

hakum.

Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Pit adalah pejabat vang

melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan

tetap.

Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun ASN yvang meliputi:

a. 58 (Iima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;

h. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan

c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bagi Pejabat Fungsional.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya

disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau

bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai

harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran,

dan dala lainnya atas Harta Kekayaan Penyelengpara Negara.

Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk

menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.

Wajib LHKASN adalah setiap ASN selain Wajib LHKPN vang

menyampaikan dan mengumumlkan harta kelkayaannya.
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26.

27,

28.

29,
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuinya
disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kola
Kupang vang ditetapkan cdengan peraturan daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi vang
sclanjutnya disingkat TP-TGR adalah kewajiban untuk mengganti

kerugian Negara oleh para pengelola keuangan Negara,

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, wvakni meliputi
pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan gratis, dan lasilitas lainnva.

Jam Kerja ASN adalah kecadaan masuk kerja pada hari kerja
dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tugas lkedinasan lainnya
yang dilkketahui atasan dan melakukan rekam kehadiran dengan
menggunakan aplikasi kehadiran  berdasarkan kerentuan wvang

herlaku.

Masuk kerja adalah walktu kedatangan ASN dengan melakukan
rekam kehadiran menggunakan aplikasi kehadiran sesuai dengan

jam kerja vang ditentukan.

Pulang kerja adalah waktu kepulangan ASN dengan melakukan
rekam kehadiran dengan menggunakan aplikasi kehadiran sesuai
dengan jadwal kerja yang ditentukan.

Terlambat Masuk Kerja adalah waktu masuk kerja ASN yang
melakukan perekaman kehadiran dengan menggunakean aplikasi

kehadiran yang melampaui batas waktu masuk kerja yang
ditentukan.

. Pulang Cepat adalah waktu pulang kerja ASN vang melakukan

rekam kehadiran dengan menggunakan aplikasi kehadiran sesuai

dengan jadwal pulang vang ditentulkan.

Bagian Kedua
Maksud dan
Tujaan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Waliketa ini adalah sebagai pedoman

dalam pelaksanaan pemberian TPP bagi ASN di Lingkungan Pemerintah

LDaerah Kota Kupang.



Fasal 3

Tuwjuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah

a. menciptakan motivasi, produktivitas kerja serta disiplin kerja ASN
dengan etoskerja vang tinggi;

b. terwujudnyva kesejahteraan ASN.

Bagian
Ketipga Ruang
Lingkup

FPasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
a. kriteria pemberian TP,

b. penetapan besaran TPP;

c. Tim Pelaksanaan TPP;

d. komponen dan penilaian pemberian TPP;

c. tata cara pembayvaran TPP;

f. TPP tambahan;

g, pendanaan; dan

h. pengawasan dan pembinaan.

BAB I1
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

(1]  ASN berhak menerima TPP setiap bulan.

(2l  TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan
kriteria :

a. behan kerja;
b. prestasi kerja;
c. kondisi kerja;
d. kelangkaan profesi; dan/atau
e. pertimbangan objektif lainnva.
i3] ASN yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diberikan TPP tambahan dengan berdasarkan lebih dari 1



(4]

(2]

(3]

(L)

(3

(satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b.

TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan TPP yang
telah ditetapkan sebagai tambahan penghasilan vyang bersifat
tetap dan tidak diperkenankan tambahan penghasilan lain seclain
sebagaimana dimaksudpada ayat (2.

TPP selain sebagaimana dimaksud pada ayvat (4) dapat diberikan
apabila ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan vang berlaku.

Pasal &

TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
avat (2] huruta dan hurul b, diberikan kepada ASN di lingkungan
Pemerintah Kota Kupang., dikecuabkan bagi ASN Tenapa Pendidik
dan ASN Tenaga Kesehatan.

Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja
sebagaimana dimalsud pada ayvat (1) adalah sebesar 40% [empat
pulubh persen) untuk beban kerja dan 60% (enam puluh persen)

untulk prestasi kerja dari besaran dasar TPP,

Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada avat (2)
menggunalkan rumus vaitu TFP beban kerja dan TP prestasi kerja =

(10% + 60% * besaran dasar TPP).

Pasal 7

TPP berdasarkan Kondisi Kena sebagaimana dimaksud dalam Pasal
o ayar (Z) huruf ¢ diberikan kepada ASN pada Sekretariat Dacrah,
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Satuan Polisi Pamong
Praja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Keuangan
dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam Kebakaran.

ASN pada Sekretariat Daeral sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi Sekretaris Daerah dan Asisten Sckretaris Daerah.

ABN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN pada UPTD dengan Peckerjaan
berisiko tinggi.



4] ASN pada Dinas kependudukan dan Pencalatan sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mehputi ASN fungsional pembuat produk
akia hukum dan kerahasiaan data publik dengan pekerjaan vang
berisiko tinggi.

(5 ASN pada RSUD dan puskesmas scbagaimana dimaksud pada
avalt (1) meliputi ASN fungsional tenaga keschatan dengan
pekerjaan vang berisiko tingei,

6] ASN pada BKAD sebapaimana dimaksud pada avat (1] meliputi ASN
vang melaksanakan pekerjaan yang berisiko tinggi.

(fi ASN dengan pekerjaan yang berisiko tinggl sebagimana dimaksud
pada ayvat

(3) ayat (4), avat [9) dan avat (6) ditetapkan dengan keputusan masing-
masing Kepala PD.

Pasal &

() Besaran alokasi TPF berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebesar 1% (satu persen)
dari besaran dasar TPP.

(2) TI'erhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja unmk Sckretaris
Daerah scbagaimana dimaksucd pada ayal (1] menggunakan rumus
sebagai berikut .

TPP kondisi kerja = (1% * besaran dasar TPP).

(3] Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Asisien
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

adalah sebesar 1%(satu persen) dari besaran dasar TPP,

4] Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja untuk asisten Sekretaris
Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (3) menggunakan rumus

sebagal berikut ;
TPP kondidi kerja = (1% * besaran dasar TFP).

(5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk ASN pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Satuan Polisi Pamong
Praja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Keuangan
dan  Aset Dacrah, RSUD dan Puskesmas, Inspektorat Daerah,
Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan
HBencana Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

adalah sebesar 1% (satu persen) dari besan dasar TPP.



()

(1]

(4]

(1)

Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana

dimaksud pada ayvat (5) menggunakan rumus sebagal berilcut
TPP kandisi kerja = (1% * besaran dasar TPP).

Pasal 9

PP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) haruf d, diberilkan kepada :

a. Sekretaris Dacrah;

b, Dokter Spesialis pada RSUD: dan

c. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah
Daerah.

Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana
dimaksud pada ayai (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari
besaran dasar TPP. ‘

Besaran alokasi TEP herdasarkan kelangkaan profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut

TPP kelangkaan profesi = (10% * besaran dasar TPP).

IPasal 10
TPP berdasarkan pertimbangan objeltil lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurul e diberikan

kepada :

a. ASN vang menduduki jabatan Sekretaris Daerah, Staf Ahli
Walikota, Kepala Dinas PD, Kepala Badan PD, Inspekrur
Inspektorart;

b. ASN dengan kelas jabatan 1, kelas jabatan 2, kelas jabatan

3. dan kelasjabatan 4;

. ASN yang menduduli jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Kepala Sekolah, dan Pengawas pada Satuan
Pendidikan Dasar dan Pertama; dan

d. ASN yang menduduki jabatan lungsional Kesehatan, kecuali
Dolcter Spesialis.

TPP Selain herdasarkan pertimbangan objektif lainnva sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1], ASN juga dapat menerima penghasilan

lam sesual tugas pokok dan fungsi tertentu berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



3)

(4)

(1)

Penghasilan lain sesual tugas pokok dan fungsi tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Insentif pajak daerah;

b. Insentfl retribusi daerah;

c. Tunjangan profesi guru;

d. Tunjangan khusus; dan

e. Jasa pelayanan keschatan.
Penghasilan lain sebagaimana dimalksud pada avat (2) ditetapkan

dengan Keputusan Walhikorta.

Pasal 11

TFP diberikan kepada ASN yang melalcsanakan tugas pada
Perangkat Daerah dengan targel dan capaian kinerja berdasarkan
penilaian aplikasi E-Kinerja dan telah menvampaikan laporan
kinerja bulanan.

Laporan kinerja bulanan secbagaimana dimaksud pada ayvat (1),
merupakan penyesualan laporan kinerja harian yvang telah lerinpui
dalam aplikasi E-Kinerja dengan diberikan batas waktu vang akan

dilentukan lebih lanjut berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah,

Pasal 12

TPP tidale diberikan kepada ASN, dalam hal :

cl.

ASN yang merupakan pindahan ke Pemerintah Daerah dalam

tahun berjalanyang namanya belum termasuk dalam dafiar gaji;
ASN yang menjalani tugas belajar;

ASN yang menjalani cuti diluar tanggungan negara;

ASN mengambil cuti melahirkan;

ASN yang menjalani cuti alasan penting selama 1 bulan:

ASN yang menjalani cuti sakit dalam bulan berjalan;

ASN yang menjalani cuti besar lebih dari 1 bulan;

ASN diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Dacrah Kota
Kupang;

ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi Pemerintah
Daerah Kota Kupang;

Masih berstatus Calon ASN;



(1]

v
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(3]

ASN yang diberhentikan wuntuk sementara atau dinonalktifkan
dan/atau dijatuhi =sanksi pidana sesuail ketentuan peraturan
perundang-undangan dan telah memperoleh kekuatan hulkum

lelap,;

Pasal 13

ASN vang pindah masulk ke Pemerintah Kota Kupang dalam tahun
berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurufl &,
thberikan TPP setelah namanya sudah termasuk dalam dafttar gaji
berdasarkan mekanisme pengelplaan keuangan daeral.

ASN vang menjalani cuti dan menjalankan tugas kembali diberikan
TPFP setclah melaksanakan tugas berdasarkan kelentuan yang
berlalu.

BAB III
PENETAI'AN BESARAN TPP

FPasal 14

Besaran dasar TPP ditetapkan berdasarkan parameter sebaga
berikut :

a. kelas jabatan;

b.indeks kapasitas fiskal Daerah;

c. indecks kemahalan konstruksi; dan

d.indeks penyelenggaraan Pemerintah Daeral.

Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
dengan menggunakan rumus :

"Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas
jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x
indeks kapasitas fiskal daerah x Indeks kemahalan Konstruksi x
indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah”.

Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2]

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran [T dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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(1]

Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
besaran yang menjadi bhatas TPP dan/atau berdasarkan ketentuan

yang berlaku.

Dalam hal persediaan anggaran tidak mencukupi, PP dapal

dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

HAB IV
TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 15

Tim Pelaksanaan TPP diketual oleh Sckretaris Daerah.

Susunan keanggotaan dari Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri unsur Perangkat Daerah :

a. P vang mcocmbidangi perencanaan pengelolaan keuangan
Naerah vang bertugas melakukan perhitungan penganggarar
TPP ASN;

b. PD yang membidangl organisasi di Dacrah yang bertugas untuk
melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan
Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan vang masuk
dalam kriteria beban Ikerja, prestasi kerja, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnva,

c. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah yang bertugas
untuk melakukan perhitungan pemanghku jabalan herdasarkan
masing-masing kelas jabaran;

d. PD  yang membidangi hukum di Daerah vang bertugas
menyusun Peraturan Walikota tentang TPP ASN Pemerintah
Daerah scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

terkait pembentukan produk hukum daerah;

e. Inspektoral Daerah yang bertugas untuk melakukan PenEAwWE SEn
pelaksanaan TPP  ASN  Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundan g-undangan; dan

f. PD yang membidangi Komunikasi dan informasi di Daecrah yang
bertugas untuk penylapan dan pemeliharaan aplikasi serta

layanan internet.

Tim Pelaksanaan TPP sebapaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



@

(2]

(%)
6]

(7]

(6]

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Tim scbagaimana dimaksud
pada ayat (3] dapal membentuk Sekretariat I'm yang ditetapkan dengan

Keputusan Walikota.

BAEB V

KOMPONEN DAN PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Penilmian pemberian TPP ASN terdin atas ;

a. Produktivitas Kerja; dan

h. Disiplin Kerja.

Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf amenecakup 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yvang
ditermma ASN.

Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf bmencakup 30% (tiga puluh persen) dari
besaran TPP yang diterima ASN.

Penilaian pemberian TFP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3),dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

ASN yvang menjadi Plt dapat diberikan TPP.

ASN yang melaksanakan tugas luar daerah tetap berhak
dibayarkan TPP.

TPF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Plt

yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Ketentuan mengenai TPP sebagaimana dimaksud pada ayvat (5)

diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. ASN yvang merangkap Plt dalam jabatan yvang setinglkat mendapat
TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran dasar TPP
Jabalan yang dirangkapnya; atau

b. ASN yang merangkap Plt dalam jabatan satu tingkat diatas
jabatan defenitif yang dirangkapnya, menerima TPP pada jabatan
yang dirangkapnyva dan tidak menerima TPP pada jabatan

Aelerit v e
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Bagian Kedua

Penilaian Kinerja

Pasal 17

Penilaian Kinerja dilakukan sctiap bulan berdasarkan pencapaian

unsur target kinerja vang disusun dalam Nilal Kinerga bulanan.

Unsur target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) terdiri
BTHS:

a. kuantitas output;

b. kualitas output;

¢. waktu; dan

d. biava.

Setiap ASN wajib membuat laporan kinerja bulanan dengan

mengacu pada target kinerja sebagaimana dimaksud pada aval (1).

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan

secara elektronik melalui Aplikasi E-Kinerja.

Dalam keadaan tertentu laporan kinerja ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dapat dilaporkan menggunakan format

laporan kinerja secaramanual.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila :

a. sistem dan/atau Aplikasi E-Kinerja mengalami kerusakan atau
tidak berfungsi;

h. terjadi keadaan kahar [force majeure).

Nilai capaian Kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

ditentulzan dengan angka dan kategori sebagai berilcut ;

a. 91% sampai dengan 100%, kalegori sangat bailk;

b. 76% sampai dengan 90%, kategori baik;

c. B1% sampal dengan 75%., kategori kurang; dan

d. 50%, kebawah kategori buruk.

Bagian Ketiga

Penilaian Perilaku kerja

Pasal 18

Perilaku Kerna sechagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (1)
ditentukan berdasarkan penilaian terhadap unsur-unsur sebagai
berikut :
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memberikan pelayanan terbaik kepada vang dilayani antara lain
meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait,
dan/atau mstansi lain.

b) Komitmen yaitu kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan
sikap dan tindakan pegawai untult mewujudkan tujuan organisasi
dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan
diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

¢) Inisiatif Kerja vaitu kemauan dan kemampuan untulk melahirkan
ide-ide baru, cara-cara baru untuk peningkatan kerja, kemauan
untuk membantu rekan kerja yang membutuhkan bantuan,
melihat masalah sebagai peluang bukan ancaman.

d] Kerjasama vaitu kemauan dan kemampuan pegawai untuk
bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit
kerianva serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas, dan
tanggung jawab vang ditentukan, sehingga mencapal daya guna
dan hasil guna yvang sebesar-besarya.

e) Kepimpinan. Kemampuan. dan kemauan pegawai untuk
memolivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain vang
berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya {(ujuan
arganisasi.

Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap ASN

yvang dinilai.

Nilai perilaltu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatalkan

dengan angka dan kategori sebagail berikut:

a) 91% sampai dengan 100%, kategori sangal baik;

h) 76% sampai dengan 90%, kategori baik;

¢} 61% sampar dengan 75%, kategori cukup;

d] 91% sampai dengan 60%, kategori kurang,

g) ol%, ke bawah kategom burulk.

Pa=sal 19

setiap ASN wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 7,5 (tujuh
koma lima) jam per hari atau 37,5 (tiga puluh tujuh kema lima)
jam per minggu,

Hari kerja bagi ASN adalah hari senin sampai dengan hari jumat
pada 1 (satu} minggu berjalan, kecuali bagi ASN vang bekerja pada

PD wyang mempunyai tugas dan fungsi pelavanan umum,

R



Jam kerja bagl ASN sebagaimana dimaksud pada avet (2) adalah
hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam 08.00 sampai denpan
Jam 15.30, dikecualikan dalam keadaan force majenre;
Setiap  ASN  wajib memenuhi ketentuan masulk kerja dan
Ketentuun  Jjam  pulang kerja dengan melaleulean perckaman
stbanyale 2 (due) kali pada saat masuk kerja dan saat pulang
kerja, melput 2
2]l ASN yanpg melakukan perekaman saat masuk kerja melewatl
© waktu dengan lkriteria keterlambaran 1, keterlambalan 2,
kererlambatan 3, dan keterlambatan 4 gebagai berikut
1. keterlambutoan 1 adalah terlambat dihitung dari 1 menit
sampal dengan dibawali 30 menit;
2. keterlambatan 2 adalsh terlamibat dihitung dari 31 menit
sampai doengan dibewah 50 menit;
3. keterlambatan 3 adalah terlambat dihitung dari 61 menit

dan/atan tidak mengisi daftar hadir masuk

b} ASN yang melaliukan perekarman saat masul leerja melewsati
waktu denpan kriteria pulang sebelum walctu 1, pulang sebelim

walktu 2, dan pulang sebelum wakiu 3 meliputi -

L. puleng schelum walktu 1 adalah meningealkan peloeriaan
dihitung | menit sampai dengan dibawah 30 menit;
2. pulang sebeliuin waktu 2 adelah meninggallkan pekerjaan
dibituiyg 31 menit sampai dengan 60 menit: dan
3. pulang sebelum wakiu 3 adalah meninguulkan pelkerjaan di
atas GUmenil dan/atan tidak mulakukan rekamean shbsensi
pulang kerja.
cf ASN yang melakukan pereitaman masuk kera melewati wakm
dan melalukan perelkaman pulang lebih cepat sehelum waliny

pulang lkerja melipur ¢
1. terlambat masuk 1 dan pulang cepar 1 adaiah meninggalican

pekerjaan dihitung datang terlambar 30 menit dan pulang

lebih cepat 30 menit;

|

o terlambat masuk 1 dan pulang cepat 2 adazlah meningealkan
pelkeriaan dihitung datang terlambat 30 menit dan pulang
lebih copat 30 menit sampai 60 menit;

3 terlambat masuk 1 dan pulang cepal 3 adalah meningzallkan

pekerjaan dihitung datang terlauabar 30 menit dan pulang

lebilh cepat 680 memit dan/atau tidak melakukan rekaman

Absensi pulang kerja;g
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terlarmbal miaside 2 dan pulange copat 1 adelabh meninggaltlcan
pekerjaan dibitung datang terlambat 30 menit sampal dengan
6l menit dan pulang lebilh cepar 30 menir;

5. rerlambat masulk 2 dan pulang cepat 2 adalah meninggallkan
pelkerjaan dihitung datang terlumbat 30 menit sampal dengan
50 pienit dan pulang lebih cepat 30 menit sampai dengan S0

menit;

:'_Tl

terlambat masuk 2 dan pulang cepat 3 adalah meninggalkan

- pekerjaan dihitung datang terlambac 30 menit sampa dengan
G0 menit dan/atay rtidak melakukan perekamen eabsensi
pualang keria,

7. rerlambat masile 3 dan pulang cepatr 1 adalah meninggallcan
pelrerjaan dihitung darang terlembatr 60 menit dan pulang
lebilh cepat 30 menit;

B. teilaunbatl masuk 3 dan pulang cepst 2 adalal menimpeallean

pekerjasn dibitunpg datang  terlambat 60 menit dan/atau
tidak melakulan perelkkaman dan/atau pulang lebih cepat 30

manit;

9. terlaanbar masuk 3 dan pulang cepat 2 adaleh meningpalkan
pekerjaan dibitung datang terlambat 60 menit dan/atan
ddak melakulcan perekaman absensi pulang kerja dan/atan
pulang lebih cepat 80 menit,

Hagi ASN yang melakukan perekaman hanya 1 (sartu] kal: pada saat
masuk kema/nulang kerja;, meaka disloomulasiican tdale masuk

keria =zelama 7.5 (tujul loma lime jamm).

Jam Werja gcbapmimana dimaksud pade aeyet (3] dikecualikan bagl
ASN yang bekerja pada PD yang mempunyved tagas dan fungsi
pelayanan umum, kesehatan dan kependidikan dan diatur lebih
lanjut dengan hkeputusanKepala PD terkait.

Fialam hal ASN tdeak melakukan absen masulk atau pulang
dikarenaken tuges dalam daerah, waiib dibultilean dengan sural

tagas.

Pagal 20

Setiap ASN wajih melalkukan rekam kehadiran scvara elelktronile

melalul Aplikasi Absensi Online setiap Hard Kerja,

Pengawasan sehadiran  sebageimeana dimaksud pada ayval (1)

merupakan tanggung Jjawab atasen langsung dari ASY secara

benenjang.



5} Kehadiran sebagatmana disnaiksud pada avat (1) dibuktlkan
dengan merelkam sidik jari/wajah pada mesin presens: elelctronik
dan dilaloulian walihy masulk kerja dan o walotn pulang kenja.

(4] Setiap Pimpinan Peranghat Daerab bertanggung jawab uanluk
menjaga mesin absensi elektronik dan hertanggung jawab penuh
apabils leradi kerusakem,

3] Dalam keadaan terentit pengisian presensi  elektronik  ABN
sebagaimana dimaksud pada eyat ([(3), dapat dilakukan
menpggunakan format daftar hadir manusl.

(6] Surat pernvataan kerusakan rmesin atau gangguan jarngan dibuat
menurut conteh sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang
meripakean bagian yang Udelk terpisablkan dari Peraturan Walikola
ni.

7] Keadsean tertentu sebagaimana dimeksud pada avat (5), meliput:

d. sistem dlan falay MESIT [TESETIRI clelironil rnungalami
kerusdakan @tan tidak berfungsi;
b. ASN beluin terdaftar dalam sistem presensi elektronile; dan/atan

o terjadi Kesdaan kahar [foree mofer).

BAB VI
PHENGLRANCARN TEPP ASN

Bapian Kesatu

Pasal 21

Faktor Pengurang Pemberian TPP ASN meliputi:

A Priegerisy

b, penilalan Kinerja pegavwal,

Baglain Eedua
Presensi
Paszal 22
Al penporangan pemberian TFP ASN sebagaimans dimaksud dalam
FPagal 20 ayval (<) acal |, apabila
a. ASN yang memenuhi kategori keterlambatan 1 detigan presentase

pengurangan pervhari adaleh 0,5% (nol koma lima persen) dard

total walktu yang diteniulcan;



2] pengurangan poemberian TPP ASN

b. ASN vang memenuhi kategori keterlambatan 2 dengan presentase
pengurangan nerhari adalah 1% (sara persen) dari toral walomo

yang ditentizkan; dan

¢, ASN vang memenuhil kategon keterlambatan 3 dengan presentase
pengurangan perhari adalah 1.5% (sata koma lima persen) dari
total waktu yang ditentulean.

schagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (4] humaf b, apabila ;

a. ASKN yvang memenuhi kategori pulang sebelum walcu 1 dengan
prescentase pengurangan porhan adalah O,5% nel koma hma

persen) darl total wakbu yazie Jditenntukan;

b, ASN yang memenuhi Kategori puleng sebelum waktu 2 dengen
presentase pengurangan perhari -adalah 1% (satu persen) daxi

total walitul vane ditenituloar;

v, ABK yung memenuihin katepgori pulang ssbelum walktu 3 dengan
presentase pengurangan perhari adalah 1,5% (satu koma lima
persen) dari total wakitu yang ditentukan.

ASN vang pulang kerja sebelum wakiunya sebagaimans dimaksud

pada avar (2), dikecualikan wuntul tugas luar vang dibultikan

dengan disposisi,, surat. tugas, undangan dan oatay bukd

pendulkung lainnva yvang sah.

Pasal 23

Pengurangan pembetian TPP ASN sebagaimens dimaksud dalam Pasal

A0 ayat (4] bural ¢, apabiia ;

L ABN yang memenuly kategori terlambat masuk 1 dan pulang cepat 1

i

14

desigan  presentase pengurangan 0,5% (nol koma lima persen)
ditambah 0,5% (nol komalima persen);

ASN yang memenuin kategorni terlambat masuk 1 dan pulang cepat 2
denpuan  presentase pengurangan 0,5% (nol Koma ldma persen)
ditambah 1% (saru sersen),

ABN yang memenuhi kategor: terlambat masuk 1 dan pulang cepat 3
dengan pressvitase pengurasgan 0,5% (nol koma lima persen)
cditambah 1,5% [satuloma persen);

ASN yvang memenuhi kategor terlambat masuk 2 dan pulang cepat |
dengan presentase pengurangan 1% (satu persen) ditambah 0.5%

inol koma lima persen);
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ASN yang memenuhl kategeri terlambat masuls 2 dan pulang cepat 2
dengan presentase pengurangan 1Y% (satu persen) ditambah 19 (satu
perseni;

ABN yvanpg memenuhni kategori terlambat masule 2 dan pulang cepat 3
dengan presentase pengurangan 1% (satu pergen) ditambah 1.5%

(satu komea lima persen);

| ASN yang memenuni karegori rerlambat maenl 3 dan pulang cepat 1

dengan presentase pengurangan 1,5% (satn kema persen) ditambah
(L,0% (ol koma lima persen);

ABN yvang memenuhi karegori terlambat masuk 3 dan pulang cepat 2
dengan preseniase pengurangan LL5% (satu koma ma persen)

clitamlaah 196G (satu persen);

| ASN yvang memenuhi kategori terlambat masuk 3 dan pulang cepal 3

dengan presentase pengurangan 1,5% (satu koma litna persen)

ditambah 1,5% (sanl koma lima persen).

LOASH vang tidak mentaati jam masuk kerja dan ketentuan jam kerja

Pengurangan Pemberian TPP ASN untul komponen Penilaian

dikenalkan sanks sebagaimana berdasarikan akumulasi
ketidakhadiran menurut kategori pelanggaran dan jenis hukuman
disiplin yang diatur dalam ketentuan Peraruran Pemerintah Nomaor
94 Tahun 2021 fentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Ketiga
Penilajan Kinerja Pegawai

Poagal 4

hineds Pegawal disesuaikan dengan nilad capsaian kKneria

masing-rmasing ASN melalul aplikas: s-Kinerja.

Pasal 25

Apabila dalam perhitungan TPP ASN terdapat persentase

pengurangan lebih dari 100% (seratus persen), mala alean

dilakukan pengurangan TPP ASN sebeszar 1009% (scratus

persei).



BAR VI
TATA CARA PEMBAYARAM TPP

Pasal 26

Kelas jabatan ASN penerima PP tercantum - dalam lampiran yang

tidak rerpisabhkan dengan Peraturan Walikota i

Penelapsn sebagairoeng dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
validasi darta dan verifikesi hasil evaluasi jabaian dari PD) vang
memindangl organisss.

TPP bagi ASN yvang mutasi dan)/ataun mengalami perubahan kelas
jabatan, dibavarkan dengan menggunekan besaran TFP sesuai
dengan kelag jabatan lema untulk bulan berkendan pada PD
lama dan dibavarkan dengan mengpunakan besaran TPFP sesuai
dengan kelas jabatan bart pada bulan berikutnyva.

Pembayvaren TPP diberikan bagi ASN setiap bulan dibhitung modlai
bulan kedua paling lambal tangeal 15 (Lma belas) pada tahun
anggoran berkenaan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimalksud pada ayvat (4)
untulk pembayvoran TPF pada bulan Desember dapatl dibayarksrn

pada tangeal 20bulan berkenaan.
Pasal 27

Perhitungan PP berdasarkan penilaian Produlgtivitas Kegju dan

Dismplin Kerja dilalulan melalui mekanisme sebagal benlout

. PD yang sudah melakulan penginputan dan penllaian kinerja,
TogesTambahan dan/atau Kreatifitas serta Perilaku Kerja
dengan status semue kegiatan  selesal.  mengajukan  rekap
THE  bulanan kepeda PD  yvangmembidangl kepegawaian
untuk diveriileasi melalui aplikas1 E-Kinerja;

b. Fengauan Reicap TPP bulanan dilgkukan setiap tangeal 1 (satu)
sampaidengan tanggal & (Ema) bulan berjalan.

¢, Apabila pengajuan rvekap TPP bulanan melewatl tenggal yang
ditentubkanmaka TPP PD yang bersanghutan tidak dibayarkan,

d.ltasil verifikasi herupa rekap TPP bulanan, disampaikan

kepada PD yangmembidangl kevangan; dan

o)

- FIO yang moinbidang: kevuangan melaloultan pembayaran TPP
sesual rexapTHP bulanan dan mengikuli mekanisme pengelolaan

keuangan Dacral.
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Formeal rekap TPP bulanan sebagaimana dimalesad pada ayat (1)
huruf b adalah sebagaimana vang dicetak dari Aplikasi B-Kinerja.

Farmeat relkap THEE bulanan scbhagaumens dimealksad pada ayvat (1)
huruf d adalah sebapaimana tercantum dalam Lampiran IV dan
merupalan bagian yang tidaik terpisahlan darn Peraturan Walikota

1EIT.

Pagnl 28
PD menyampailkan surat permintaan pembayvaran TPP setiap
bulan, denganmelampirlcan:
a. Rekap TPP bulanar;
b. Surat Permintaan Membayar (SPM]; dan
¢. Fernvataan tanggung jawab mutlak dari pengguna angsaran,
Khusus permintaan  pembayvaran TPF bulan  Desember,
dikecualikan dar pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) huruf a.
Fengajunan pembeayararr TPP buluan Desember mernpgeunalkan  sistim
L5/ GU pada rekening PID selambat-lambatnya sebelum tanggal 13
Liesmnber.
Pembayaran ke masing masing ASN dilaksanakan sampai dengsn
tangga: 30 Desember sectelah mempercleh daftar rekap bulanan
yang sudab ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Format pernyvataan ranggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud
pada.ayvatr

(1} huraf o adalah sebaggsimana tercantum dalam Lampiran V
dan merupakan bapian vane tdak terpisahlkan dari Peraturan

Walikora 11,

Famel 249

TP dibayarkan terhitunguntuk bulan Januani swinpai dengan
bulanDesemoer i tuhun anggaran berkenaan.

Punildian Produltivitas Kerja dan Disiplin Kerja pada bulan
Desember untulckebuluhan pembayaran TPP dinerilean nilai 1009%;

dlari komponen penilaizn.
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BAE VIL
PENDANAAN

Pasal 30

(1] Pendanaan atas pembayaran TPP dibebankan pada APBI) setiap
tahun angearan,

2] -Pajak penghasilan atas pembayaran  TPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada setiap ASN sesuai
leetentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku,

(3 DPalam hal anggaran torscdia, Pajak Penghasilan atas TPP dapar
dibebankan pada Angparan Pendapatan dan Belanja Dacrah,

4 Ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berdasarkan Keputusan Tim Anggaran Pemerintalh Daerah,

BAE IX
PENGAWASAN FEMBINAAN DAN EVALUASI

Pazal 31

Pengawasan dan pembinaan tethadap pelaksanaan permbayaran TPP

dilalkkulan vleh masing-masing Kepala PD.
Pasal 32

MPelaksanaan Peraturan Walikots ini dapat dilakukan peninjauan setap
& {enam] bulan berdasarkan Hasil Evaluasi Tim Pelaksansgan TPP bagi

ASN Kota Kupang, dan diatur lebib lanjut dengan Keputiisan Walikols.

Pasal 33

ASN yang tidak tepat walttu menyampaikan LHKFPN atan LHKASN, TPP
tidak  dapat dibayvarkan sampai dengan yang  bersanpgkutan
menvampaikan bulti administrasi laporan penyampaian LHEKPN atau
LHEASN leepada bendahara. v

ASN yang tidak mengikuti Kerja Bhakt dan Kegiatan Penyegaran
Rohani dilalkulkan pemotongan sebesar 10% dari Besaran TFF yang

citerima.



BAR X

RKETENTUAN PERALIHAN

Pada =ssar peraturan inl mular diberlakulkan, penginputan vang telah
dilajogkan sebelum persiuran ind oditetaplkan tetap merupa<an sat

kesatuan aplikasi berbasis e-kinerja pada tahun anggsaran berkenaan

: BAE X1

EETENTUAN LAIN-LATN

Pasal 24

PPada saat Peraturan ini muled herlaku, maka ;
) Dinas Kormunikasi dan Informas: wajib menglkoordinasiltan persiapan
uplikasi e-kinerje. berbasis online vang terstandarisasi berdasarican

leebututhan dan penggunaan knowledzge alau kemampuan

renpgoperasian aphkasi

Aplikast e lanerja sebagaimana dimsaksud padsa avel (1) merupakan
aplikasi yang sudah secara efeitif dapat dioperasionallkean aleh
perangkat dasrsh.

(3 Pelaksanaan penyediaan pengembangarn, modilikas], dan konelositas
jaringan  aplikasi merupakan bagian pengawasan dan tanggung
jawab Dinas kKominio.

|9 Ketentuan sebagairmana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi

keadaan lkahar dan atau kerusakan yvang berhubungan dengan

eplikesi c-kinerja aksn diatur lebih lanjut dengan surat edaran

HSekreraris Daerah.

BAR XI
KETENTUAN PENUTUP

Faaal 35

Pada saal Poraturan Walilcota in mulal berlaku Peraturan Walikota
Kupang Nomor 92 Tahun 2020 tentung Tambahan Penghasilan  Pepawad
Herbasis Kinerjs Buan Pegawai Megett Sipil Daerah di Lingkup Pemermtah
Kola Kupanpg (Berita Daerah Kote Kupang Tshun 2020 Nomor (05
dicabut dan dinyarakan udak berlaku,



Pasal 36

Peraturan Walilkota ini mulai berlaku pada tangegal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota im1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah

kota kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada langgal 7 Januarmj 2022

"QJW ALIKOT

KUPANG,

[#JEFIRSTYON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 7 Januari 2022

!isii?mﬁm DAERAH ;2?

3
SY ESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR S88



LAMPIEAN [ PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR » 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 JANUARI 2022

TENTANG : TAMBAHAN  PENGHASILAN  PEGAWAI  BAGI

APAHATUR SIPIL NECGARA 121

PEMERINTAH KOTA KUPANG.

KOP
) DINAS/BADAN /KANTOR

lKepada

LINGRKUNGAN

Yth. 1. Kepala BEKPPD Kota Kupang;
2. Kepala Dinas Kominfo Kota

Kupang.
di

Kupang

Surat Pornyataan

Tidak Melalkulkan Perelkaman Presensi karena Kerusakan Mesin

/Gangguan Jaringan

1. Saya vang bertanda tangan
dibawah ini : Nama
NIFP =
Jabatan
LInit Kerja :
Menyatakan pada i - § o ER e tanggal
Dinas/Badan/Kantor tidak

perckaman wajah karena @ ...,

melalulean

2. Demikian Sural Pernyataan ini sayva buat dengan sebenamya.

LR s o | - ST S

Yang Membuat Pernyataan,

ON R, RIWU KORE



LAMPIRAN [1 PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR : 8 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 JANUARI 2022

TENTANG - TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAL BAGI
APARATUR SIPIL NECGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KUPANG.

DAFTAR KELAS JABATAN DAN BATASAN NILAI

NO KELAS BATASAN NILAI
JABATAN o

1 17 4055 — keatas
2 16 3605 — 4050
3 i5 3155 = 3600
4 14 2755 — 3150
5 13 2355 — 2750
6 12 2105 — 2350
3 11 1855 - 2100
8 10 1605 — 1850
9 g 1355 - 1600
1 2 1105 - 1350
0
1 7 855 - 1100
1 ;
1 6 655 — 850
2
1 5 455 — 650 =
3
1 4 - 375 - 450
el
1 3 305 — 370
5
1 2 245 — 300
6

s o N 190 — 240
7

r{;/waulmfm KUPANG, 4

pJEFIRSTSDN R. RIWU KORE



LAMPIRAN 1l PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

APARATUR SIPIL

8 TAHUN 2022

7 JANUARI 2022
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA KUPANG.
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LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR  : 8 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 JANUARI 2022

TENTANG : TAMBAHAN  PENGHASILAN  PEGAWAI  BAGI

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KUPANG.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa;

1. Perhitungan wvang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan
Penghasilan Pegawai bulan............ bagi Satuan Kerja........telah
dihitung dengan benar berdasarkan jumlah ASN pada Satuan
Kerja.......

2. Apabila dikemudian han terdapat kelebihan dalam
pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan
tersebut ke kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benamya.

whkimyi s R let e v o:cier o

Pengguna Anggaran [ Kuasa
Pengguna Anggaran

{LwaLikoTp kurang, 5—‘{

[#JEFIRSTSDON R. RIWU KORE
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